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A. Latar Beakang

Gdombang globdisas tidek terbendung lagi memasuki stigp negara
Indonesa ddam upayanya mempebaki nasb daau membangun segda
potensnya perlu memperhitungkan aspek globd  terscbut.  Indtitus  hukum
sbaga sdah satu agpek  kehidupan, ddam  pengembangannya  membutuhkan
penyerasan aau pengaruh  insrumen-indrumen  hukum  internesond den
pandanganpandangan yamg bersfat mendunia

Pandangan dunia tdah tejadi  ekspand  dan juga  dilakuken
rasondisas tarif ddam GATT (The Generd Agreement of Taif and Trade).
GATT  sbenanya meupakan kontrak antar partner dagang untuk tidak
memperlakukan secara diskriminatif ddam perdagangan dunia. Kesgpakatan
kesepakatan dilaksanekan pada kegiatan putaran-putaran, sgak 1947 hingga
putaran Uruguay (1986) yang menaik karena berhasinya dibentuk WTO
(Word Trade Organization) yang mula dijdankan sgak tanggd 1 Jenuari
199%6."

Di ddamn WTO tercakkup persstujuan TRIPS (agreement on trade
rdloded aspect of intdectud property right, induding trade in counterfet,
goods atau persetujuan perdagangan berkaitan dengan aspek hak  kekayaan

intelektud  (HAKI) termasuk  perdagangan pasu) dan  ndonesa tdah

! Muhammad Djumhana, R. Djueedillsh. Hak Milik Intelektual Sgjarah, Teori dan Prakteknya di
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.



meaifikesinya dengen UU No 7 Tahun 1994 yang sudah belaku sgak
tangga 18 Januai 2000.

Pelindungan di bidang HAKI tidek bisa ditawvartavar lagi ddam
memesuki  pasar  intenasiond, sebab  pelindungan HAKI ini sebenarnya
bagakan kepingan mata uang dua 99, S99 peatama sbaga  penopang
pertumbuhan ekonomi  nesond, sedangken 99 yang lan akan memberikan
kepercayaan internasiond  khususnya kepercayaen para investor di Indonesia
yang mampu meindungi bidang HAKI, sebab jika law inforcement di bidang
HAKI terssbut tidek mendapat prioritas tentunya barang-barang berkuditas
akan engganmasuk pasar dalam negeri.

Penegasan  tuntuten dari  kelkutsertaan Indonesa ddam TRIPS, maka
penegekan hukum peanggaan bidang HAKI harus dilaksanekan  dengan
konsskuen. Ddam katan ini yatu ddam hd penegaken hukum oleh Sodjipto
Raharjo diartikan setegai:

"Penegekan ide-ide sarta konsegp yang bersfat abdrak, penegakan hukum
merupekan suatu ussha untuk mewujudkan ide-ide itu menjadi  kenyataan.
Ide-ide tersebut adakan keadilan aau lengkepnya sebagal fungd  primer
hukum yakni  mdindungi, memberiken keadilan, sata  mewujudkan
kesgahteraan pada rekyat.”

Norma-norma hukum den nila-nilanya tersebut yang termasuk di
ddam lingkup hukum kekayaen intdektud, terwujud di ddam perundang-
undangan HAKI, yaitu UU No. 12 tahun 1997 (Hak Cipta), UU No. 14 thun
2001 (paten), UU No. 15 tahun 2001 (merek), UU No. 30 tahun 2000 (rahesa

dagang), UU No. 31 Tahun 2000 (Desain Indudtri) dan UU No. 32 tahun 2000



(Decin Taa Letak Srkuit Terpadu) ini memerlukan upaya penegeken bak
dengan sarana hukum predata, adminisras maupun pidana

Lebih jauh lagi Muladi mengemukeken bahwa penegekan hukum
merupakan usaha-ussha menegakkan norma-norma hukum  sekdigus  nilak
nila yang ada di bdakang norma terssbut. Dengan demikian para penegek
hukum harus memahami  bena-benar spirit hukum yang mendasari  peraturan
hukum yang haus ditegekkan dan hd ini akan bekatan dengan pdbaga
dinamikayang terjadi proses pembuiatan undang-undang. 2

Penegakan hukum di bidang hek aas kdayakan intdektud (HAKI) di
Indonesa sangatlah penting. Sebega sebuah negara hukum, maka setigp
langkahtlangkeh  pakembangan  hukum  yang  dilekukan di Indonesa
merupskan suatu hd yang harus dipertimabangkan dengan  sungguh-sungguh
karena pada gilirannya nanti semua langkah penegakan hukum akan bermuara
pada kesgjahteraan masyaraka terhadap nama bak bangsa dan negara daam
pergaulan internasiond.

Pdanggaan di  Bidang HAKI d  Indonesa ini cukup
mengkhawatirkan, seperti yang bayak tefjadi, aau seing tejadi  di
Kabupaten Klaen, dimana sessorang yang memiliki suatu penemuan beum
merasakan jaminan hukum secarapedti di ddam meindungi hek-heknya

Paten yaitu sebaga hek khusus yang diberikan negara kepada penemu
aas hasl penemuannya di bidang teknologi untuk sdama wektu tertentu,

melaksanakan  sendiri  penemuannya  tersebut  atau  memberikan  persetujuan

2 Muladi, Upaya Penegakan Hukum. UNDIP. Semarang, 1997.



kepada orang lan untuk medaksanakannya, di ddam prakteknya pemegang
hak paten sering dilanggar hak-haknya oleha orang atau pihek lain.

Pdanggaan bidang paen di  Kabupaen Klaen terkait dengan
kesadaran hukum. Berdasarkan penditian tentang tinjauan  yuridis ddam
penegeken hukum di bidang paten di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa
kessdaran hukum, khususnya pihaepihek yang tidek memiliki hek paten,
yang mempergunakan hak paten tanpa sgjin pemegang peen, kantor bagian
HAKI Kabupaten Klaen menyimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum
bidang paten tersebut dissbabkan karena juga rendahnya tingkat pengetahuan
hukum, serta pengertian i hukum penerimaan hukum dan perilaku  hukum
daam pdaksanaan dan penegakan hukum di bidang paten.

Bekatan dengan hd tersebut di aas untuk lebih mengetahui dan
mempdgai sgauh mana penegekan hukum di bidang paten di Kabupaten
Klaen maka penulis disni mengambil suatu judul skrips yatu : "TINJAUAN
YURIDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM BIDANG PATEN DI
KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri

Klaen).

. Pembatasan Masalah

Skripd yang nantinya eken ditditi tidek akan terldu luss dai obyek
yang ditditi maka penulis membatas hanya pada penegekan hukum bidang
paten yang terjadi di Kabupaten Klaten yatu sebergpa jauh prakiek penegakan

hukum paten itu di masyarakd.



C. Rumusan Masalah
Rumusen mesdah yang penulis angkat ddam penulissn skripg  ini
adalah sebaga berikut:
1. Sgauh mana upaya penegakan hukum kidang paten di Kabupaten Klaten?
2. Faktorfaktor agpakah yang menyebabkan paa  pihek  meakukana
pelanggaran di bidang paten?
3. Akibat hukum yang timbu bagi para pihek yang mdakukan pdanggarana

di bidang paten?

D. Tujuan Penditian
Berdasarkan rumusan masdah di aas maka penulis mempunya

tujuan penditian yaitu:

1. Penulis ingin mengetahui langkatlangkah penegakan hukum bidang paten
di Kabupaten Klaen.

2. Penulis ingin mengetahui  hathd  yang menyebabkan para  pihak
melakukan pelanggaran di bidang peten.

3. Penulis ingin mengetahui akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang

melakukan pelanggarana di bidang paten.

E. Manfaat Penditian
Ddam pendlisan ini, penulis mempunya  tuuan addah sebega

berikut:



1. Bagi lImu Pengetahuan
Dengan adanya penulisan skrips ini, penulis hargpkan dgpat memberikan
sumbangan dan masukan guna mengembangkan  hukum  khusunya  hukum
perdata.

2. Bagi Masyarakat
Dengan adanya penulisan skrips  ini, penulis hargokan dapat  membantu
memecahkan masdah yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihedepi,
yaitu ddam hd penegakan hukum bidang paten.

3. Bagi Penulis
Untuk lebih memahami dan mengerti tentang  upaya-upaya yang dilakukan

ddam penegekan hukum bidang paten khususya serta bidang HAKI pada

umumnya

. MetodePendlitian

Sesua deng an judul dai  penditien i meka penulis ddam
mengadakan penditian ini menggunakan bebergpa metode sebagai berikut:
1. MetodePendekatan
Metode yang diguneken ddam penulisan skrips ini addah pendekatan
secaa yuridis sosologis yatu berussha mengutarakan asas-asas  hukum,
agpek-agpek  hukum  sehingga dapat  diketahui  legditas  hukum  kaitannya
ddam upaya penegekan hukum bidang paten itu sendiri sebaga sudu
bagian hak aas kekayaan intdektud (HAKI) sata prakteknya ddam

kehidupan sosid masyarakd.



2. Sfat Penditian
Sfa penditian ini penulis menggunekan sSfat  penditian diskriptif andids
yatu penditian untuk membua gambaran secara Sgemdis, factud dan
akura mengena faktafakta, dofat-sfa seta hubungan antara masdah
yang ditditi. Penditian ini untuk memecahkan mesdah yang ada pada
mesa sekarang, dengan mengumpulkan data, menyusun data, mengandisa
data serta menginterpretasikannya.
3. Bahan Penditian
Bahan pendlitian yang penulis lakukan addah sehagai berikut:
a. Penditian kepustakaan
Penditian kepudtakean vyatu dengan mencai  dan  mempdgari
dokumendokumen yang tedgpa di  ddam ketiga bahan hukum
pendlitian.
b. Penditian lgpangan
1) Lokad penditian yatu pada kantor HAKI di Pengadilan Negeri
Klaten
2) Subyek penditian
- Parapemegang hak paten
- Pgabat kentor Haki di Pengadilan Negeri Klaten
Adapun penditian lgpangan ini menggunakan cara:
1) Observas
Yatu teknik pengumpulan data dengan cara  mengadakan
penditian secaa langaung terhedap obyek yang ditditi  dan

mengackkan pencatatan secara Sematik.



2 Interview
Interview addah metode pengumpulan data medui  percakapan
aau tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang
bersangkutan, yaitu para pemegang hak paen sata indans
bersangkutan, yatu para pemegang hek paten serta indand terkait
yaitu para pgabat kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten.
3) Quesioner
Quesoner yatu sudu petanyaan yang penulis gunekan sebega
bahan petanyaen, yang penulis guken kepada pihek yang
bersangkautan secaratertulis.
4. Metode Analisa Data
Metode andisa data yang digunekan ddam penditian ini addah
metode andisa data secara kuditatif yaitu suau metode andisa data yang
menghadlakan data diskriptif andids aau apa yang dinyatakan responden
secara tertulis a@au lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang ditditi dan
dipdgai sbaga seuau yang utuh. Kemudian diandisa dan  dicari

pemecahannya untuk menjawab permasdahan yang ada.

G. Sigtematika Skrips
Di ddam penyusun skrips ini, agar memudahkan pembaca untuk
mengetahui IS yang tekandung di ddam skrips  ini, maka dipelukan

ssematika, yaitu sebagal berikut
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A. Tinjauan Tentang Paten

1

2.

5.

6.

Sgarah pengaturan paten di Indonesia
Pengertian paten

Prosedur permohonan paten
Penemuan yang dapat diberikan paten
Perlindungan hak paten

Parapihak ddam paten

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1

2.

Pengertian penegakan hukum
Subyek dan obyek penegakan hukum
Pihak yang berperan ddam penegakan hukum

Upaya-upaya ddam penegakan hukum.
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BAB Il Hadl Penditian dan Pembahasan

A. Hasl Penditian

1

Upayaupaya penegeken hukum  bidang paen  di

Kabupaten Klaten

2. Faktor-fektor yang menyebabkan para pihak meakukan
pelanggaran di bidang paten

3. Akibat hukum vyang timbu bag paa phek yang
melakukan pelanggaran di bidang paten.

B. Pembahasan

1 Upayaupaya penegékan hukum bidang paen di
Kabupaten Klaten

2. Faktor-fektor yang menyebabkan para pihak meakukan
pelanggaran di bidang paten

3. Akibaa hukum vyang timbul bagi paa pihek yag

BAB V Penutup

melakukan pelanggaran di bidang paten.

A. Kesmpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



